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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat 

merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. 

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan 

berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup 

Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat 

Indonesia serta makhluk hidup lain. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara 

dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang 

menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia 

mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk 

yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan 

sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola 

dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan 

wawasan nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan 

terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya 
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produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit 

tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-

pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.1 

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak 

merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam 

yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat 

mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan 

hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, 

lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik 

berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. 

Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan 

ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, 

demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan 

terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu 

berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai 

ke daerah.2 

                                                             
1 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 2. 
2 Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 13. 
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Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan 

oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap 

maupun perlindungan manusia pada lingkungan lingkungannya. Alam yang ada 

secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam 

mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan 

sehat dan pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai 

dengan kemampuan serta melihat situasinya. Masalah lingkungan semakin 

lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat 

lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional dan global. 3 

Masalah penggundulan hutan juga akan berdampak buruk pada saat 

pergantian musim. Saat kemarau tiba, krisis air bersih dan kebakaran hutan 

dapat terjadi. Sedangkan di musim hujan, bisa mengakibatkan erosi serta banjir 

yang meresahkan masyarakat. Misalnya saja di perkotaan seperti Jakarta yang 

dengan pesatnya membangun gedung-gedung perkantoran, pembangunan 

infrastruktur seperti pelebaran jalan dan pembuatan jalur bus way, telah 

menyebabkan berkurangnya lahan hijau karena pohon-pohon yang ada ditebang 

dan dialihfungsikan, padahal pada awalnya berfungsi sebagai daerah resapan 

air. Inilah yang mengakibatkan banjir di wilayah ibu kota terus terjadi, 

meskipun hujan hanya berlangsung 1 (satu) jam saja.4  

                                                             
3 Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta, 

2002, hlm. 1. 
4  Andi Muhammad Rusdi Galigo, Perlindungan Hukum Teriiadap Masyarakat Terkait 

Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Fcmeernaran Sungai Cikijing 

Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat), 
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Kemajuan di bidang teknologi yang merupakan hasil dari budaya 

manusia, disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. 

Contohnya, pencemaran udara dapat dijumpai di daerah kawasan industri, 

seperti daerah Pulogadung yang banyak terdapat pabrik-pabrik besi sehingga 

masyarakat tidak dapat menghirup udara segar lagi. Pencemaran air dan tanah 

menyebabkan air tanah di sekitar pabrik tidak layak lagi untuk dikonsumsi 

sebagai ak minum. Apabila tanah, air, dan udara tersebut pada akhirnya tidak 

dapat lagi menyediakan suatu keadaan yang layak untuk makhluk hidup, bukan 

hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang, 

tetapi bisa mengancam kelangsungan hidup generasi yang akan datang.5 

Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait 

pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan 

yang memiliki multimata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara 

subsistem. Awalnya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, 

yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses 

natural itu terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan 

itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami, akan tetapi masalah 

lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata 

bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat 

signifikan bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Lingkungan bersih merupakan 

                                                             
http://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/037/original/061607.pdf, diunduh pada Kamis 

2 Mei 2019, pukul 09.11 WIB. 
5 Ibid 

http://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/037/original/061607.pdf
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dambaan semua orang. Namun, tidak mudah untuk menciptakan lingkungan 

yang bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat.6  

Apabila terjadi permasalahan, maka permasalahan tersebut menjadi 

bagian dari upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.  

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di 

Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penerapan 

hukumnya. Penerapan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai 

ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang 

berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara 

administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.7 

Penerapan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. 

Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di 

pengadilan. Hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang 

tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah. 

Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu 

mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa 

dilanjutkan pula ke peninjauan kembali.8 

                                                             
6 Ibid 
7 Komang Trie Krisnsari, I Ketut Mertha, 2013, Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penerapan hukum 

Lingkungan Di Indonesia, Vol. 01, No. 03, Mei, 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5354/4103, diunduh pada Rabu 10 April 

2019, pukul 15.30 WIB. 
8  Dalmy Nasution, Bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Hukum 

Indonesia?, https://bplawyers.co.id/2017/06/22/bagaimana-penyelesaian-sengketa-lingkungan-

hidup-dalam-hukum-indonesia/, diunduh pada Kamis 2 Mei 2019, pukul 10.13 WIB. 

https://bplawyers.co.id/2017/06/22/bagaimana-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-dalam-hukum-indonesia/
https://bplawyers.co.id/2017/06/22/bagaimana-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-dalam-hukum-indonesia/
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Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan.9 

Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau 

di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. 

Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu 

atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan 

hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang 

bersengketa, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 84 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri 

dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 

KUHPerdata, dan penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) 

yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1365 

KUHPerdata menyatakan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang 

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; Pasal 1366 

KUHPerdata menyatakan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja 

untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya; Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata 

                                                             
9 Andi Hamzah, Penerapan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 89. 
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menyatakan, bahwa gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus 

memenuhi sayarat berikut: 1) kesalahan (schuld); 2) kerugian (schade); 3) 

hubungan kausal (causal verband); 4) relativitas (relativeit).10 

Selain itu diatur pula mengenai penghitungan ganti kerugian akibat 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti 

Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan sebagaimana 

telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 

Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup.11 

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tanggung jawab mutlak 

(strict liability) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan 

menggunakan B3 (bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau 

mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap 

lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa 

perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak sebagai berikut:12 

                                                             
10 Ade Risha Riswanti,  Tanggung Jawab Mutlak ( Strict Liability ) Dalam Penerapan hukum 

Perdata Lingkungan Di Indonesia, 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6100/4591, diunduh pada Kamis 1 Mei 

2019, pukul 10.23 WIB. 
11 Ibid 
12 Ibid 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6100/4591
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 Bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur 

kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat 

sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini 

merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan 

melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi 

yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak 

lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai 

batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu 

tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan 

perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi 

usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah 

tersedia dana lingkungan hidup. 

 

Penerapan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana 

hukum perdata selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. 

Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan 

teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi 

rumit, mahal dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata 

lingkungan hidup sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang 

tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada. Hal ini 

dikarenakan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai 

oleh sifat-sifat khasnya, antara lain:13 

1. Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai 

sumber (multisources). 

2. Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-

pakar di luar hukum sebagai saksi ahli. 

                                                             
13 Prim Haryadi, 2017, Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Hukum 

Perdata di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vo. 14, No. 1. 



9 

 

 

3. Seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang 

beberapa lama kemudian (long period of latency). 

Putusan-putusan perdata di bidang lingkungan hidup dalam praktiknya 

ditemukan adanya amar putusan yang masih hanya menjatuhkan ganti kerugian 

semata tanpa adanya hukuman untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak 

dan/atau tercemar, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2016, 

majelis hakim menghukum pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup untuk membayar biaya pemulihan, hanya saja jumlahnya sangat kecil 

mengingat adanya perbedaan penghitungan antara hakim dengan penggugat 

mengenai luas lahan yang dibakar. Pada kasus lainnya, yakni Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 591/Pdt.G-LH/2015/PN/Jkt.Sel, 

majelis hakim menyatakan dalam putusannya bahwa pelaku dihukum 

membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan lebih dari Rp. 1 triliun (satu 

triliun rupiah). Putusan-putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa 

majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup 

memiliki perbedaan pandangan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, 

khususnya mengenai besaran ganti kerugian dan biaya pemulihan. Dengan 

demikian, penerapan hukum pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh pihak 

pencemar atau perusak lingkungan hidup belum terlaksana secara optimal 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan 

hidup. 



10 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: 

PENERAPAN HUKUM PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP 

OLEH PIHAK PENCEMAR ATAU PERUSAK LINGKUNGAN HIDUP 

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 

2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana penerapan hukum pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh 

pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup? 

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh pihak pencemar atau 

perusak lingkungan hidup yang tidak melakukan pemulihan fungsi 

lingkungan hidup? 

3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap pihak pencemar 

atau perusak lingkungan hidup yang tidak melakukan pemulihan fungsi 

lingkungan hidup?  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penerapan hukum 

pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh pihak pencemar atau perusak 

lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum yang 

ditimbulkan oleh pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup yang 

tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya penyelesaian 

yang dilakukan terhadap pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup 

yang tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata pada umumnya dan 

secara khususnya dalam penerapan hukum pemulihan fungsi 

lingkungan hidup.  

b. Penelitian ini diharapkan memberi tambahan referensi yang sangat 

berguna di bidang akademisi sebagai salah satu bahan kepustakaan dan 

diharapkan dapat menjadi referesni untuk penelitian lebih lanjut dengan 

objek yang sama. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan 

positif bagi penyelesaian yang dilakukan terhadap pihak pencemar atau 

perusak lingkungan hidup yang tidak melakukan pemulihan fungsi 

lingkungan hidup. 

b. Bagi Pihak Pencemar/Perusak Lingkungan, diharapkan dengan adanya 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif dalam 

memberikan informasi aturan tentang lingkungan hidup dalam hal ini 

mengenai pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

c. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi dan kepada masyarakat pada umumnya 

dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya. Selain itu 

diharapkan menambah pengatahuan masyarakat tentang pentingnya 

pemahaman terhadap penerapan aturan tentang lingkungan hidup dalam 

hal ini mengenai pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Berdasakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara Hukum.” Negara hukum 

adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya 

adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau 

dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan 
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keadilan bagi pergaulan hidup warganya. 14  Penerapan hukum dengan cara 

menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, yang merupakan 

suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, 

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan 

perkembangan globalisasi yang modern. 

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri 

atas dua kata dari Bahasa Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip 

atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa 

dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 15  Sila yang berkaitan dengan 

kasus yang dikaji yaitu Sila ke- 2 dan Sila ke-5.  

Sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab, dimaknai bahwa:16 

1. Merupakan bentuk kesadaran manusia terdapat potensi budi nurani dalam 

hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya.  

2. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi 

karena kemampuan berbudaya. 

3. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, menyakini adanya 

prinsip, persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan.  

4. Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian 

untuk, membela kebenaran, santun dan menghormati harkat manusia.  

                                                             
14 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 

8 
15 Wikipedia, Pancasila, http://id.wikipedia.org/wiki/pancasila, diunduh pada Rabu 10 April 

2019, pukul 22.30 WIB. 
16 Wikipedia, Pancasila, http://id.wikipedia.org/wiki/pancasila, diunduh pada Rabu 10 April 

2019, pukul 22.33 WIB. 

http://id.wikipedia.org/wiki/pancasila
http://id.wikipedia.org/wiki/pancasila
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Sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimaknai 

bahwa:17  

1. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, 

ekonomi, kebudayaan, dan sosial.  

2. Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas.  

3. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban 

rakyat Indonesia. 

4. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja 

keras.  

5. Menghargai hasil karya orang lain.  

6. Menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasaan kepada sesama.  

7. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menjadi tonggak dan napas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut 

Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan bahwa:18  

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila 

yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial 

merupakan konsep luhur dan murni. Luhur, karena 

mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun 

temurun dan abstrak. Murni, karena kedalaman substansi 

yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, 

ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak 

partikular. 

 

                                                             
17 Wikipedia, Pancasila, http://id.wikipedia.org/wiki/pancasila, diunduh pada Rabu 10 April 

2019, pukul 22.35 WIB. 
18 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 

158. 

http://id.wikipedia.org/wiki/pancasila
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Kutipan di atas jelas menyatakan bahwa, Pancasila harus dijadikan dasar 

bagi kehidupan di masa yang akan datang, termasuk dalam hal pembentukan 

dan penerapan hukum. Begitupun dengan penerapan hukum pemulihan fungsi 

lingkungan hidup oleh pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

Dalam buku Teori Hukum karangan dari Otje Salman dan Anthon F. 

Susanto dijelaskan juga bahwa:19 

Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks 

historis yang lebih luas. Namun, demikian ia tidak saja 

menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi 

lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada 

masa mendatang.  

 

Sila-sila dalam Pancasila tersebut merupakan wujud tanggung jawab 

seorang warga negara yang harus dihayati dan diamalkan. Indonesia sebagai 

negara merdeka memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai langkah politik 

hukum salah satu gambaran tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa:  

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan. Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

                                                             
19 Ibid, hlm. 161. 
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berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan 

suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, 

menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan 

kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Hukum harus menjadi tujuan, 

yaitu untuk melindungi masyarakat dalam bentuk tatanan sosial berbangsa dan 

bernegara. Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh warganya dalam 

bentuk bermacam-macam peraturan agar dapat menjadi pedoman atau 

perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. 

Hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan tentang lingkungan hidup 

diatur terutama dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia 

adalah negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. 

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dinyatakan dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Adapun hak asasi negara Indonesia diantaranya adalah hak 

untuk mendapatkan perlindungan dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat 
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sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Warga Negara Indonesia secara mutlak telah memiliki atas suatu hak 

dan kewajiban, yang secara alamiah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan 

hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara terhadap warga negaranya 

yaitu berkewajiban mendapatkan kesejahteraan sosial, salah satu hal ini 

didukung dengan adanya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

menyatakan: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Selain itu diatur pula dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 

menyatakan: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 

Penerapan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Proses penerapan hukum melibatkan semua subjek hukum 

dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif 

atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri 
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pada norma atau hukum yang berlaku, maka wajib menjalankan atau 

menerapkan aturan hukum.20 

Negara hukum adalah negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para 

pendiri bangsa, oleh karena itu negara hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar 

penyelenggaraan negara, tetapi juga salah satu cita negara. 21  Hal itu dapat 

dengan jelas dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...” menunjukkan, bahwa 

Negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun 

dan diselenggarakan berdasarkan hukum.  

Perapan hukum mempunyai makna, proses hukum itu harus 

dilaksanakan, sehingga dalam penerapan hukum itu harus diperhatikan unsur-

unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum 

menghendaki proses hukum itu terlaksana, hal ini dimaksudkan agar terciptanya 

ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya 

manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penerapan hukum lingkungan 

tersebut.22   

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 

l bahwa sesungguhnya Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara 

berdasarkan hukum. Konsep negara hukum dapat diartikan bahwa 

                                                             
20 Barda Nawawi Arief, Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21. 
21 Ibid 
22 Shant Dellyana, Konsep Penerapan hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32. 
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penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan 

berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Demi 

mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma 

hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan 

penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh 

sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat, oleh karena itu, 

idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki 

lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 amandemen 

keempat menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila 

yang menyatakan: ”Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Lingkungan hidup di Indoensia menyangkut tanah, air dan udara dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup 

Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang 

pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan 

hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan 

selaras, serasi, dan seimbang. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara 

terpadu mencakup seluruh bidang-bidang lingkungan hidup untuk 

berkelanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya perlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan hidup, tidak terlepas untuk dilakukan pembangunan 

yang sifatnya berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. 

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya merupakan pembangunan yang 

dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak 

generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan 

yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan 

sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan 

keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini, maupun yang 

akan datang. Pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan hidup 

sebagai bagian integral dalam dinamika pembangunan nasional semakin 

mengkristal dalam realitas kehidupan bernegara.23  

Teori hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum 

pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya preventif terhadap 

pencemaran yang dilakukan oleh pihak pencemar/perusak lingkungan. 24 

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yaitu: 

1. Asas tanggung jawab negara, yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab 

negara” adalah: 

                                                             
23 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 56. 
24 Ibid 
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a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan 

manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup 

rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. 

b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. 

c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya 

alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup 

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap 

sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya 

dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 

3. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan 

hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, 

sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. 

4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan 

berbagai komponen terkait. 

5. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat 

manusia selaras dengan lingkungannya. 
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6. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu 

usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah 

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup. 

7. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

8. Asas ekoregion dalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, 

kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 

9. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk 

mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya 

alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam 

hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara 

keseluruhan membentuk ekosistem. 

10. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang 

usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 

11. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk 

berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 
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perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

12. Asas kearifan lokal, lingkungan hidup adalah bahwa dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur 

yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 

13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 

14. Asas otonomi daerah alah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan 

kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Berdasarkan beberapa asas di atas bahwa yang relevan dalam penelitian 

ini adalah asas pencemar membayar.  Dengan demikian, merujuk pada Pasal  87 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: ”setiap penanggung jawab 

usaha dan atau / kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa 

pencemaran dan atau / perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi 

dan atau / melakukan tindakan tertentu “. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) 

tersebut diterangkan bahwa: “ketetuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas 

yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar 
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membayar (polluter pays principle). Selain diharuskan membayar ganti rugi, 

pencemar dan atau / perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim 

untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: 

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah 

sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; 

2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan / atau 

3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan 

atau perusakan lingkungan hidup. 

Penjelasan pasal tersebut telah memberikan gambaran bahwa asas-asas 

yang berkembang dan berpengaruh dalam hukum lingkungan internasional, 

beberapa diantaranya telah diadopsi dalam Undang-Undang lingkungan 

Indonesia agar tercipta kemajuan ekonomi dan pembangunan tanpa 

mengabaikan lingkungan. Mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan 

pencemar terhadap dampak yang timbul akibat pencemaran, Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat 

Pencemaran dan Atau Perusakan Lingkungan, memberikan pedoman bagi 

penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui pengadilan maupun di luar 

pengadilan. Peraturan menteri tersebut mengintrodusir komponen-komponen 

yang harus dimasukan dalam penghitungan ganti rugi baik individu maupun 

lingkungan. 

Perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah 

lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
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tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup adalah sebagai koridor dan payung hukum sekaligus sebagai 

sosial kontrol terhadap dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat suatu 

usaha atau kegiatan dari berbagai sektor yang menimbulkan pencemaran 

lingkungan hidup. 

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dikarenakan 

tidak ditaatinya suatu aturan hukum oleh warga masyarakat itu sendiri, sehingga 

lembaga yang diperintahkan oleh Undang-Undang sebagai faktor penegak 

hukum, haruslah memberikan rasa keadilan dalam masyarakat guna mencapai 

suatu kebahagiaan masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam lingkungan 

hidup salah satunya yaitu penerapan hukum pemulihan fungsi lingkungan hidup 

oleh pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: 

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa: “Perusakan 

lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan 
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langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 

lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup.” 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa 

pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk 

kerugian ekonomi dan sosial (economic and social injury) dan gangguan 

sanitair (sanitary haazard), sedangkan menurut golongan pencemaran itu dapat 

dibagi atas kronis; di mana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat, 

kemudian kejutan atau akut; kerusakan mendadak dan berat dalam hal ada radio 

aktif terjadi kerusakan genetis, dan katastrofis; disini kematian organisme hidup 

banyak dan mungkin organisme hidup menjadi penuh. 

Pencegahan pencemaran dan merusaknya lingkungan sebagai bahaya 

yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan wajib untuk dicegah dan 

menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan adalah 

merupakan beban segala pihak, baik Pemerintah maupun orang perorangan. 

Untuk keperluan itu telah diciptakan sejumlah larangan yang sifatnya memagari 

lingkungan hidup dari tindakan pihak tertentu yang akan mencemarkan dan 

merusak lingkungan. Betapapun baiknya aturan larangan yang dibuat kiranya 

tidak sepenuhnya dapat menegah terjadinya perusakan dan pencemaran 

lingkungan. Karena itu yang diperlukan sekarang adalah tindakan represif. 
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Tindakan preventif dan represif terhadap lingkungan ini harus 

dilakukan, dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan sanksi perdata 

pelanggaran tehadap lingkungan hidup, menyatakan bahwa: 

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum berupa 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan 

hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan 

tindakan tertentu. 

(2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, 

pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan 

dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak 

melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban 

badan usaha tersebut. 

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa 

terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan 

putusan pengadilan. 

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan 

perundang- undangan. 

 

Selain membayar ganti kerugian terhadap korban pencemaran pihak 

industri dan masyarakat yang melanggar, diharuskan juga mempunyai tanggung 

jawab mutlak hal ini sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan 

bahwa: 

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau 

kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau 

mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan 

ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung 

jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu 

pembuktian unsur kesalahan. 
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Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: “tiap perbuatan melanggar 

hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Kaitannya 

dengan beban pembuktian terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa: ”barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia 

mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu 

sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak 

orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.” Di dalam 

Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan: “alat-alat bukti terdiri atas, bukti tulisan, 

bukti dengan saksi-saksi, persangkaan- persangkaan, pengakuan, sumpah.” 

Dengan demikian beban pembuktian diberikan secara seimbang kepada 

penderita maupun kepada pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup. Oleh 

karena itu dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak adanya hal pembuktian 

sedangkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa penggugat 

harus bisa membuktikan adanya kesalahan, karena itu perlu diciptakan suatu 

mekanisme yang memudahkan tuntutan ganti kerugian terutama bagi mereka 

yang tidak mampu dan buta hukum. Untuk itu semua diperlukan sekali 

penyediaan bebagai kemudahan dan fasilitas oleh Pemerintah agar supaya 

setiap orang benar-benar dapat melaksanakan haknya atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat. 
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Dengan demikian, pemulihan fungsi lingkungan hidup seharusnya 

dilakukan oleh pihak pencemar/perusak lingkungan sebagaimana telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam beberapa Pasal berikut ini: 

1. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang 

kewajiban untuk melakukan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup 

pada setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup: 

2. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tahapan 

pemulihan fungsi lingkungan hidup; 

3. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup; 

4. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang 

kewajiban Pemegang izin lingkungan untuk menyediakan dana penjaminan 

untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; 

5. Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang 

kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pihak 
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ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan 

menggunakan dana penjaminan. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa 

tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; 

2. remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk 

memperbaiki mutu lingkungan hidup; 

3. rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan 

manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, 

memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem; 

4. restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau 

bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula; dan/atau 

5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

                                                     

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui, dan membahas 

suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan 

metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan 

FX Suwarto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur 
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atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. 25 

Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. 

Menurut Ronny Hanitijo Soemintro:26 “Penelitian hukum normatif merupakan 

penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.” Adapun langkah-

langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan bersifat penelitian 

Deskriftif Analitis, yaitu “menggambarkan Peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan 

hukum positif yang menyangkut permasalahan”.27 

Spesifikasi Deskriftif Analitis metode penelitian yang bertujuan 

menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil dari 

penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan 

perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktik penerapan 

hukum pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh pihak pencemar atau 

                                                             
25  Anthon F. Susanto, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian 

Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum, Setara Press, Malang, 

2015, hlm. 159-160. 
26 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, 

hlm. 24. 
27 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm. 97-98. 
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perusak lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan 

Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber 

data sekunder.28 Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif 

yaitu: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara 

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan  permasalahan yang diteliti”.29 Dalam hal 

ini berkaitan dengan ketentuan tentang penerapan hukum pemulihan fungsi 

lingkungan hidup oleh pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup. 

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini 

diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan 

menitikberatkan penelitian pada kepustakaan yang diperoleh melalui 

penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang 

berhubungann dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang 

berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penerapan hukum 

pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh pihak pencemar atau perusak 

                                                             
28Ibid, hlm. 10. 
29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 

2001, hlm. 13-14. 
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lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3. Tahap Penelitian  

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)   

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder 

yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.30 Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum 

penerapan hukum pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh pihak 

pencemar atau perusak lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Selain itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh 

bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan 

dengan cara membaca, mempelajari,  serta menelaah data yang terdapat 

dalam buku,  literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek 

penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain: 

1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai 

penerapan hukum pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh pihak 

pencemar atau perusak lingkungan hidup berdasarkan Undang-

                                                             
30 Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit, hlm. 11-12. 
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Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdiri atas:  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Amandemen 1-4. 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c) Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang 

Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan 

Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan. 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang 

Perlindungan Hutan. 

g) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan. 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan. 

i) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. 

j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan Atau Perusakan 

Lingkungan. 
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2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, adalah: 

a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;  

b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki 

relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama 

yang berhubungan dengan penerapan hukum pemulihan fungsi 

lingkungan hidup oleh pihak pencemar atau perusak lingkungan 

hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research)   

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang 

dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan yang akan dioleh dan dikaji berdasarkan 

peraturan yang berlaku.31 Selain itu, cara memperoleh informasi dengan 

melakukan pengambilan data dan atau wawancara dengan pihak 

                                                             
31 Ibid, hlm. 53. 
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Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan 

dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip 

catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan 

dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan 

permasalahan yang akan diteliti.32 

b. Wawancara (interview) adalah melakukan tanya jawab secara langsung 

antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat 

informasi.33 Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan 

paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada informan dari narasumber yaitu dengan pihak Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara dan atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wawancara 

merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan 

informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. 

Wawancara dilakukan di lokasi yang memiliki korelasi dengan topik 

pembahasan dalam penelitian. Hal ini guna mendapatkan jawaban-

                                                             
32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 12.  
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12. 
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jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat  

menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian. 

5. Alat Pengumpulan Data 

a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, 

inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat 

catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan.  

b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan melakukan 

wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang 

diteliti dengan menggunakan berupa alat perekam suara untuk 

merekam wawancara terkait dengan yang akan diteliti dan minta data 

sesuai topik pembahasan kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

dan atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  

6. Analisis Data 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis 

Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, 

teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematika, 

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum 

sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan 

matematika.34  Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan 

hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya dan tidak boleh 

bertentangan, memperhatikan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya 

                                                             
34 Ronny Hanitijo Soemitro, Loc.Cit. 
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daripada peraturan yang lebih rendah, serta memperhatikan hukum yang 

hidup di masyarakat. 

7. Lokasi Penelitian 

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di Perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, 

Bandung. 

b. Penelitian Lapangan berlokasi:  

1) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada No.18, 

RT.3/RW.1, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota 

Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode POS 10130. 

2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya No.133, 

RT.5/RW.10, Kelurahan Ragunan, Kecamatanan Ps. Minggu, Kota 

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode POS 12940. 


